




d. menyelesaikan permasalahan atau sengketa informasi publik yang
terjadi di masing-masing PPID Unit sesuai wewenang serta
peraturan dan ketentuan yang berlaku;

e. PPID unit dapat mengajukan pendampingan, konsultasi, atau
pendapat hukum ke PPID di atasnya sesuai tingkatan struktur
organisasi dalam rangka menyelesaikan sengketa informasi publik
yang dihadapi.

F. Penutup
Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 

pada tanggal 7 Maret 2025 

J(AM�RUDDIN AMIN 

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,
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